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BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti memperoleh kesimpulan bahwa :

1. Pengelolaan dana bantuan sosial kepada anggota masyarakat berupa

beasiswa di Kota Kupang untuk tahun anggaran 2015-2016 dalam

pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan,

namun dalam pengelolaannya masih terdapat kendala dalam tahapan-

tahapannya yang menyebabkan anggaran dan raelisasi tidak seimbang dan

dapat dikatakan belum efektif.

2. Dalam pelaksanaan program bantuan sosial kepada anggota masyarakat

berupa beasiswa masih terdapat kendala dilapangan misalnya pada tahap

pelaksanaan kepada pihak yang membutuhkan masih diperlukan

pembenahan karena adanya ketidaklengkapan persyaratan administratif

yang menjadi syarat penerima bantuan. Pada tahap pengawasan

ditemukan bahwa masih terdapat masyarakat yang salah dalam

penggunaan bantuan beasiswa yang diberikan atau tidak sesuai dengan

usulan yang diperuntukan. Kemudian pada tahap pertanggungjawaban

juga masih terdapat kendala yakni para penerima dana bantuan sosial

kepada anggota masyarakat berupa beasiswa sering terlambat

memasukkan laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana

tersebut bahkan sama sekali tidak memasukkan laporan
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pertanggungjawaban tersebut sehingga menimbulkan keterlambatan

dalam tahap pelaporan oleh pihak pengelola dana bantuan sosial.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Instansi pengelola bantuan sosial di Kota Kupang diharapkan untuk

lebih selektif lagi dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat

khususnya beasiswa dan memberikkan sosialisasi untuk semua calon

penerima beasiswa agar beasiswa tersebut digunakan sesuai dengan

usulan, serta dapat mengelola anggaran bantuan sosial dengan tepat

sehingga bantuan tersebut diterima oleh semua masyarakat yang benar-

benar membutuhkan bantuan  dan tidak adanya dana  yang tersisa  di

setiap tahun anggaran.

2. Semua Instansi pengelola bantuan sosial di Kota Kupang juga diharapkan

dapat  bertindak lebih cepat dan tepat dalam melakukan pengawasan

terhadap penerima beasiswa agar beasiswa yang diberikan benar-benar

digunakan sesuai kebutuhan penerima beasiswa tersebut.

3. Bagi penerima bantuan sosial kepada anggota masyarakat berupa beasiswa

tersebut diharapkan agar mengikuti sosialisasi yang diberikan agar benar-

benar menggunakan bantuan yang diterima dengan efektif sesuai

kebutuhannya dan diharapkan dapat bekerja sama dengan instansi terkait

dalam memberikan laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana

dengan tepat waktu.
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